KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1050 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Menimbang

a.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun
2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024;

bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 153-01-12-01 /PHPU.DPR-DPRD-
XXI1/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54-01-
05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121-02-
22- 01 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16-01-
22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-
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XXI1/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 219-01-
14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-
XXI1/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-
05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 128-01-05-34 /PHPU.DPR-DPRD-
XXI1/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118-01-
14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-
XXI1/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-
02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota telah melaksanakan penghitungan ulang
surat suara sesuai perintah Mahkamah Konstitusi,

bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-
XXI1/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-
17-24 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-
XXI1/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 177-02-
16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-
XXI1/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-
16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/ 2024, Putusan
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Mahkamah Konstitusi Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota telah
melaksanakan pemungutan suara ulang sesuai perintah
Mahkamah Konstitusi;

bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-
XXI1/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74-
01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota telah melaksanakan pemungutan
suara ulang dan penghitungan ulang surat suara sesuai
perintah Mahkamah Konstitusi;

bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-
XXI1/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/ 2024, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah melaksanakan
penetapan langsung sesuai perintah Mahkamah
Konstitusi;

bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-
XXI1/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-
14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 258-02-16-31/PHPU-DPR-DPRD-
XXI1/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XII/ 2024, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota telah melaksanakan penyandingan data
sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;

bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-
XXI1/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-
14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-
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XXI1/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-
01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota telah melaksanakan rekapitulasi ulang
sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;

bahwa berdasarkan hasil tindaklanjut terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam
huruf b sampai dengan huruf g, Komisi Pemilihan Umum
perlu melakukan perubahan terhadap hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024;

bahwa berdasarkan Putusan Pemeriksaan Cepat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor
001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/1I1/2024,
Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah telah
menindaklanjuti Putusan dimaksud dengan melakukan
penghitungan ulang surat suara tidak sah dan telah
menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah;

bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap hasil
Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah
melakukan penyesuaian terhadap perolehan suara Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum berdasarkan formulir
Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA dan telah
menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2024 tersebut dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Padang Lawas;

bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap hasil

Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat
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Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan
penyesuaian terhadap perolehan suara Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum berdasarkan formulir Model
D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA dan telah menetapkan
hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 tersebut
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lanny Jaya;

bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor
285/PM.03.06/K.PBD/06/2024 tanggal S5 Juni 2024
perihal Rekomendasi Pencermatan Kembali Penetapan
Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota
Sorong, Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong telah
menindaklanjuti  rekomendasi  dimaksud  dengan
melakukan pencermatan dan koreksi terhadap hasil
rekapitulasi Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Sorong Daerah Pemilihan 1 Kota
Sorong dan telah menetapkan hasil Pemilihan Umum
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Nduga Nomor 20/PS/00-002/KAB-ND-
23/2024 tanggal 23 Mei 2024 perihal Saran Perbaikan
Pembetulan Perolehan Suara Di Aplikasi Sirekap Web,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga telah
menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan
melakukan pembetulan perolehan suara calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga dan
telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga;
bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat
pleno dan menetapkan perubahan hasil Pemilihan Umum
secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana
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Mengingat

tertuang dalam Berita Acara Nomor 513/PL.01.08-
BA/05/2024 tanggal 28 Juli 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf n, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);
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Menetapkan

KESATU

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun
2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun
2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN

PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan

Perwakilan Rakyat secara Nasional dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 yang terdiri atas:

a. perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Tahun 2024 dan total perolehan suara
sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara
Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini; dan

b. perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap Partai Politik
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada daerah
pemilihan:
1. Jawa Timur IV;
2. Banten II; dan
3. Kalimantan Timur,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
Menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 pada Provinsi Sumatera Barat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara Nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada
provinsi:
Aceh;
Riau;
Jambi;
DKI Jakarta;
Gorontalo;
Papua;

Papua Pegunungan; dan

® N o gk b=

Papua Barat Daya,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah
ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota pada:

1. Kabupaten Pidie Jaya;

2. Kabupaten Aceh Timur;

3. Kabupaten Samosir;
4

Kabupaten Nias Selatan;
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KELIMA

Kabupaten Padang Lawas;
Kabupaten Rokan Hulu;
Kabupaten Indragiri Hulu;

Kabupaten Kepulauan Meranti;

0 ® N o U

Kota Dumai;

10. Kabupaten Lahat;

11. Kabupaten Bengkulu Tengah;

12. Kota Cirebon;

13. Kabupaten Cianjur;

14. Kota Bogor;

15. Kabupaten Bangkalan;

16. Kabupaten Jember;

17. Kabupaten Pamekasan,;

18. Kabupaten Lombok Barat;

19. Kabupaten Sintang;

20. Kabupaten Sekadau;

21. Kota Tarakan;

22. Kabupaten Donggala;

23. Kabupaten Banggai Kepulauan,;

24. Kabupaten Gorontalo;

25. Kabupaten Maluku Tengah;

26. Kota Ternate;

27. Kabupaten Kepulauan Yapen;

28. Kabupaten Sarmi;

29. Kabupaten Teluk Bintuni;

30. Kabupaten Nduga;

31. Kabupaten Jayawijaya;

32. Kabupaten Lanny Jaya; dan

33. Kota Sorong,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sampai dengan Diktum KEEMPAT ditetapkan pada
hari Minggu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat pukul 17.44 Waktu Indonesia Barat.
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KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM
Sekretrq_rm Jenderal,

.3 . T — -—
H 3

Berriad: Dermawan Sutrisno
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